Yudisial Penghubung di Daerah sangatlah terbatas, Komisi
Yudisial dapat mengevaluasi untuk merevisi peraturannya yang
menyatakan bahwa maksimal lima orang asisten dan satu orang
koordinator. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan dan pegawai
PKY Jawa Tengah mengalami beberapa kendala dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga tidak maksimal
kinerjanya. Didukung dengan terbatasnya biaya anggaran yang
diberikan kepada PKY Jawa Tengah yang dalam kenyataannya,
pegawai PKY Jawa Tengah melakukan tugasnya harus
menghemat untuk menekan biaya agar tidak mengeluarkan biaya

terlalu besar walaupun tugas PKY Jawa Tengah tidaklah sedikit.
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